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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pemenuhan Hak 

Tersangka untuk Tidak Mendapat Kekerasan fisik Dalam Proses Penyidikan 

di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 2 

tahun 2002  dapat disimpulkan belum dapat terpenuhi, karena masih terdapat 

penyimpangan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan. Hal ini tidak 

sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 

menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan 

norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Penyimpangan yang terjadi berupa 

tidak terpenuhinya hak untuk diakui persamaan kedudukan dalam hukum 

sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, adanya tindak kekerasan 

fisik  yang tidak sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 terhadap 

tersangka terutama laki-laki, dan tidak terpenuhinya kebebasan untuk 

memberikan keterangan dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 52 

KUHAP yang dialami oleh beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dan menjalani proses 

penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Dalam proses penyidikan diharapkan penyidik menjunjung tinggi hak-hak 

asasi manusia agar hak-hak tersangka dapat terpenuhi secara optimal  

2. Diperlukan pengawasan internal kepolisian agar dalam proses penyidikan 

tidak terdapat perbedaan perlakuan penyidik terhadap tersangka laki-laki 

dan tersangka wanita. 

. 
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